
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat 
Khusus Parkir; 

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tern pat 
Khusus Parkir, guna pelaksanaannya perlu 
menyesuaikan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 
Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KUDUS, 

Mengingat 

Menimbang 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 12 TAHUN 
2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 8 TAHUN 20c0 

BUPATI KUDUS 
PROVINS! JA WA TENGAH 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5468); 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 ten tang 
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 73 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5229); 

9. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

8. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); ·. - 

7. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

5. 

4. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Norrior 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20Q4 tei:tang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. 
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17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun· 2012 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tern pat 
Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2012 Nomor 12), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor .23 Tahun 
2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 23);. 

16. Peraturan ])aerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 
2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 199); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Tern pat Khusus Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 145); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2'016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor F5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 99); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tan~ Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Kudus. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal.L. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

2. Bupati adalah Bupati Kudus. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsu_r p_enyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memrmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

0 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Ka bu paten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi 
Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2012 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tern pat 
Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2017 Nomor 23) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2012 
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KUDUS' NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR. 

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 
Nomor 30). 
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15. Taman/Fasilitas Umum lainnya yang dikelola 
Pemerintah Daerah adalah pelataran taman/fasilitas 
umum lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan 
ditetapkan sebagai tempat khusus parkir. · 

16. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya 
disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan 
terhadap jasa pelayanan tempat khusus parkir yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

14. Taman Parkir adalah pelataran milik/yang dikuasai 
Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan sarana 
dan prasarana taman dan ditetapkan. oleh 
pemerintah Daerah sebagai Tempat Khusus Parkir. 

13. Pelataran Parkir/Pangkalan adalah pelataran atau 
pangkalan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai 
Tempat Khusus Parkir. 

12. Gedung Parkir adalah gedung atau bagian gedung 
milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah yang 
ditetapkan oleh PemerintahDaerah sebagai Tempat 
Khusus Parkir. 

11. Pelataran Gedung adalah halaman gedung 
milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Tempat 
Khusus Parkir. 

9. Satuan Palisi Pamong Praja yang selanjutnya 
disebut Satpal PP adalah Satuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten Kudus. 

10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar 
tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, 
dimiliki, dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

6. Dinas Perhubungan dan/ a tau Perangkat Daerah 
lainnya selaku Pengguna Barang yang selanjutnya 
disebut Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain 
adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus 
dan/ atau Perangkat Daerah lainnya di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kudus yang sesuai tugas 
pokok dan fungsi mempunyai wewenang dalam 
pengelolaan Parkir. 

7. Sadan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah 
Sadan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Kudus. 

8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten 
Kudus. 
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(1) Perencanaan dan Pengadaan sarana pemungutan 
Retribusi berupa karcis dilaksanakan oleh Dishub 
dan/ atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna 
barang, sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 
Daerah yang diberi wewenang khusus untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau 'Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, a tau organisasi lainnya, lem baga, dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi tertentu. 
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(3) Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan atau hilangnya kendaraan yang diparkir 
dan atau barang bawaan/kelengkapan kendaraan 
pada tempat-tempat parkir yang telah ditentukan 
terkecuali untuk barang yang telah dititipkan pada 
tempat penyimpanan barang. 

(2) Selain tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati dapat menambah lokasi 'tempat 
khusus parkir baru sesuai dengan perkembangan 
keadaan. 

e. pada taman/fasilitas umum lainnya yang dikelola 
Pemerintah Daerah. 

d. pada Taman Parkir 
1. Taman parkir Bakalan Krapyak; 
2. Taman parkir Obyek Wisata Colo; dan 
3. Taman parkir Museum Kretek. 
4. Taman parkir Balai Jagong. 

c. pada Lapangan parkir/pangkalan 
1. Tempat khusus parkir Klaling; 
2. Tempat khusus parkir Jati Wetan. 

b. pada Gedung Parkir: 
1. Gedung parkir Mal Kudus 
2. Gedung parkir Pasar Kliwon 

a. pada Pelataran Gedung : 
1. halaman parkir Pusat Perbelanjaan dan 

Hiburan milik/yang dikuasai Pemerintah 
Daerah; 

2. halaman parkir Pasar Kliwon; 
3. halaman parkir Taman Bojana; 
4. halaman parkir Pasar Bitingan; 
5. halaman parkir Pasar Jember; 
6. halaman parkir Pasar Piji; 
7. halaman parkir Pasar Grosir /Ternak; 
8. halaman parkir Pasar Baru Wergu; 
9. halaman parkir Gor Wergu 

Pasal 27 

(1) Lokasi tempat-ternpat khusus parkir ditetapkan 
sebagai berikut: 

(2) Penggunaan sarana pemungutan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah 
setelah dilegalisasi oleh BPPKAD. 

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR8. 

~~\111 
'--- 

SAM'ANI INTAKORJS 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 3 nar e t 2020 

HAR TO PO 

Plt. BUPATI KUDUS 
WAKJL BUPATI, 

: ;,, Jabatao [ P~ r· , 
11 SEKDA I ~ 

~~l~i=.:i'J ·~r.l(f;tat- _· -- ' . 
:-0EPALA [llNf-S·O."DAN ! / 
i I EPALA BA"tAN I . I <4 KANTOR I BIDANG . ! 

! 5 BAG. HUKUM/LAJ NYA }() _ .. _! 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 2 nar e t i:u.::0 

.elah diteliti ates kebenarannya : 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pengunda.ngan Peratura.n Bupati 1111 dengan 
penempatannya dala.m Serita Daerah Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 
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